BAB V

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat ditarik suatu

kesimpulan sebagai berikut :

Alasan pengajuan permohonan pembatalan perdamaian ke
Pengadilan Niaga adalah karena PT. Njonja Meneer (Termohon)
telah lalai memenuhi isi perjanjian perdamaian yang telah disahkan
oleh Pengadilan Niaga dengan Putusan Nomor 01/Pdt.Sus-
PKPU/2015/PN Niaga Smg tertanggal 01 Juni 2015. Dalam isi
Homologasi halaman 12 dinyatakan bahwa untuk utang diatas Rp.
5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) sampai dengan Rp.
35.000.000.000,- (tiga puluh lima miliar rupiah) akan dilakukan
pembayaran secara cicil dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
Pemohon masih mempunyai tagihan yang sudah jatuh waktu dan
dapat ditagih , dan berdasarkan isi proposal perjanjian perdamaian
bahwa Termohon akan mencicil setiap bulannya selama 5 (tahun) ,
sehingga berdasarkan hal tersebut sejak dikeluarkannya putusan
seharusnya Termohon sudah 24 (dua puluh empat) kali melakukan
cicilan kepada Pemohon vyaitu dari bulan Juli 2015 sampai dengan
bulan Mei 2017, namun yang baru dilakukan adalah melakukan
cicilan sebanyak 14 kali dengan mengeluarkan Bilyet giro yang tidak

semuanya dapat dicairkan.
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Dasar pertimbangan hukum Majelis Hakim mengabulkan

permohonan Pembatalan Perdamaian adalah karena alasan

Pemohon telah memenuhi Pasal 170 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 286

jo pasal 291 ayat (1) UU Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan

dan PKPU, yaitu :

a. Telah ada perjanjian perdamaian yang telah disahkan oleh
pengadilan;

b. Ada pihak berpiutang yang mengajukan permohonan pembatalan
perjanjian perdamaian yang telah disahkan;

c. Ada si berutang yakni Termohon yang lalai memenuhi isi
perjanjian perdamaian yang telah disahkan

d. Kepada Termohon telah diberikan kesempatan untuk
membuktikan bahwa ia telah memenubhi isi perjanjian perdamaian

yang telah disahkan tersebut.
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